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NoMoR 2D TAHUN 2017

TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa berdasariGn pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian lntern pemerintah

dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PERy05/M.pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan lntem pemerintah (Aplp), Bupati wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
untuk memberikan keyakinan yaog memadai bagi tercapainya
efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemedntahan laporan keuangan, pengamanan aset,dan ketaatan
terhadap peraturan perundang_undangan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, yang di dalamnya termasuk
pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat pengawas
Internal Pemerjntah, serta sesuai dengan Nola Dinas lnspektorat
tanggal 18 Agustus 2017 Nomot 7OOr142O1418j112O17 peihal
Rancangan peraturan Bupati Kediri tentang piagam Audit lntern
Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggat 24
Oktober 2O1Z Nomor 1BOt1BS2t41B.11t2O17 tentang
Pembahasan Drafr peraturan Bupati Kediri tentang piagam Audit
lntem di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri maka perlu
ditetapkan piagam Audit lntern di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Kediri;



Mengingat 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati
Kediri tentang piagam Audit lntern di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Kediri,

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 6.1, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 4846);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 20.14 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor g Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O1S Nomor 58, Tambahan

Undang Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
20'14 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5601)i

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang
Sistem Pengendalian lntern pemerjntah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20.17 tentang
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 604't);

4.

7.

6.
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11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O1S tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 201S Nomor 2036)

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor S Tahun 20.16 tentang
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Kedjri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2OjO tentang
Penyelenggaraan Sistem lntern pemerintah di Lingkungan
Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kedii Tahun 2010
Nomor 26);

Peraturan Bupatj Kedirj Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja tnspektorat Kabupaten Kediri (Berita Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 39).

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PEMTURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri;

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Bupati adalah Bupati Kediri;

4. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Kediri;

5. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupalen Kediri;
6. lnspektur adalah Kepala di lnspektorat Kabupaten Kediri;
7. Piagam Audit lnlem (lntemal Audit Chafter) adalah dokumen formal yang

menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan
intemal atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan pemerintah Kabupaten
Kedid dan memuat tujuan,wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan
internal oleh Aparat pengawasan lntern pemerintah;

8.

9.

'10.



L Aparat Pengawas lnternal pemerintah yang selanjutnya disingkat Aplp adalah
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern
di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri;

9. Sistem Pengendalian lntern pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan Splp
adalah proses yang integrar pada tindakan dan kegiatan yang dirakukan secara terus-
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi merarui kegiatan yang efektif dan efisien.
keandalan peraporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap
peraturan perundang_undangan.

10. Pengawasan lnternal adaleh seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemanlauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan kayakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

pasal 2

Piagam Pengawasan lnternal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka
meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Aplp.
Piagam Pengawasan rntemar bertujuan meningkatkan nirai serta perbaikan, merarui
pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Aplp.

Pasal 3

(1) Piagam Pengawasan lnternal memuat :

a. kedudukan dan peran lnspektorat;

b. visi dan misi lnspektorat; (permendagri 86lahun 2017)
c. tugas pokok dan fungsi lnspektorat;

d. kewenangan lnspektorat;

e. tanggung jawab lnspektorat;

f. tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan lnspektorat;
g. kode etik dan standar audit Aplp;
h. persyaratan Aplp lnspektorat;

i. larangan perangkapan tugas dan jabatan Aplp;
j. hubungan kerja dan koordinasi; dan

k. p€nilaian berkala.

(1)

(2)



(2) Penjelasan piagam pengawasan lnternal
tercantum dalam Lampiran dan merupakan
Bupati ini.

sebagaimana dimaksud

bagian tidak terpisahkan

pada ayat (1)

dari Peraturan

pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas lnspektorat tanggal ,18

Agustus 20i7 Nomor 7OOtj42Ol41B.j1t2O17 perihal Rancangan peraturan Bupati
Kediri tentang piagam Audit lntern Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Bedta Acara
tanggal24 Oktober 20.17 Nomor 180/1852/41 B.11l2}j7 tentang pembahasan Draft
Peraturan Bupati Kediri tentang piagam Audit lntern di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa piagam Audit
lntern Kabupaten Kediri ditetapkan dengan peraturan Bupati, dan mutai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
tangsal ,D-

PATI KEDIRI,

lD- 2017

@

fl
.- lb - 2017

KABUPATEN KEDIRI,

YO
BERITA DA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2oI7 NoMoR }s

ARIS



1.

LAMPIMN : PERATURAN BUPAII KEDIRI
NoMoR : ?8 TAHUN 2017
TANGGAL : ra - lo-2017

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

PENDAHULUAN

a. Piagam Audit lnlern (tntemat Audit Chatler) adalah merupakan dokumen
formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan
pengawasan intem oleh Aparat pengawasan lntern pemerintah.

b. Piagam Audit lntern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti
pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemenntahan
di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri.

c. Aparat Pengawasan lntem pemerintah (Aplp) adalah lnspektorat Kabupaten
Kediri.

KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI
a. lnspektorat Kabupaten Kediri merupakan Satuan Kerja perangkat Daerah

(SKPD) yang dalam petaksanaan tuges pokok dan fungsinya beEda dan
bertanggung jawab tangsung kepada Bupati.

b. Struktur dan kedudukan lnspektorat Kabupaten Kediri adalah sebagai
berikut:

'l) Struktur organisasi Aplp harus dibentuk sesuai beban kerja;
2) lnspektorat dipimpin oleh seorang lnspeKur;
3) rnspektur Kabupaten Kediri diangkat dan diberhentikan oreh Bupati Kediri

sesuai dengan peraturan perundang_undangan tentang pengangkatan
dan pemberhentian pNS;

4) Inspektur Kabupaten Kediri bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
5) lnspektur dalam menjalankan tugas membawahi sekretaris, inspektur

pembantu dan kelompok jabatan fungsional;

6) lnspektur pembantu bertugas mengkoordinir jabatan fungsionar auditor dan
P2UPD;

7) Auditff lnspektorat Kabupaten Kediri bertanggung .jawab secara
langsung kepada lnspektur Kabupaten Kediri.

2.



3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT XABUPATEN KEDIRI
sesuai tugas pokok dan fungsinya rnspektorat mendukung misi Bupati nomor .11

yaitu "Mewujudkan Aparatur pemerintah yang profesional dan melaniutkan
Reformasi Birokrasi" dalam rangka mewujudkan visi kabupaten Kediri yaitu
'TeMujudnya Ketahanan pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kedid yang
Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeaditan didukung oleh
Aparatur Pemerintah yang profesional,'.

Untuk mendukung misi 1 
.1 tercebut inspektorat focus pada :

. Mengembangkan/meningkatkan Sistem pengawasan dan kuatitas hasil
pengawasan.

. Meningkatkan integrjtas, kompetensi, profesionalisme Sumber Daya Manusia
Aparat Pengawasan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI
Berdasarkan peraturan Bupati Kedirj Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
lnspektorat, tugas lnspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun Fungsi lnspektorat Kabupaten Kediri:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. Pelaksanaan pengalvasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluj
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk lujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi lnspektorat;

f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 lnspektur mempunyai
tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lnspektorat. lnspektur
membawahi Sekretaris, lnspektur pembantu Wilayah l, lnspektur pembantu

Wlayah ll, lnspektur Pembantu Wilayah It, tnspektur pembantu Wilayah tV dan
kelompok Jabatan Fungsional.

4.



Sekretariat mempunyai tugas membantu lnspektur dalam menyusun

kebUakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan

mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kelenagaan,

kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretariat membawahi Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian

Perencanaan. Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rancangan kebijakan lnspektorat;

b. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja

pengawasan;

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas lnspektur pembantu;

d. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi,
pemantauan dan evaluasi kegiatan lnspektorat;

e. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum,

keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan

kelembagaan;

f. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

lnspektorat;

g. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan. hubungan

masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;

h. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

i. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional prosedur (SOp) kegiatan

lnspektorat;

j. Penyusunan profil lnspektorat; dan

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan lnspektorat.

lnspektur pembantu Wilayah I, ll, lll dan lV mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan mempunyai fungsi :

a. Perumusan program pengawasan di wilayah / obyek pemeriksaan;

b. Pengordinasian pelaksanaan pengawasan;

c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah;

d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusulan, pengujian dan penilai tugas
pengawasan;

e. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, p€mantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

I Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati,

g. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan.



Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dua yaitu kelompok jabatan
fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional pengawas penyelenggara
Urusan Pemerintah Daerah (p2UpD)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian jntern dan

sistem mana.iemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya
manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya,

4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan taporan
tersebut kepada Bu pati;

6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
perbaikan yang telah disarankan;

7) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan

internal yang dilakukannya; dan

8) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan penanganan
pengaduan masyarakat

Aparat Pengawasan lntern pemerintah agar melaksanakan tugas
pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi lnstansi Pemerintah;

2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lnstansi pemerintah; dan

3) memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi lnstansi pemerintah.

KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara
memadai, lnspektorat Kabupaten Kediri memiliki kewenangan untuk:

a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset
dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi
pengawasan intern:

5.



b. melakukan komunikasi secara langsung dengan peiabat pada satuan kerja
yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai rain yang diperrukan daram
rangka pelaksanaan pengawasan;

c. menyampaikan laporan kepada Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan
eksternal lainnya.

d.melakukan koordinasi/sinkronisasi kegiatan pengawasan dengan
kegiatan pen gawasan auditor ekstemal.

e. Mengalokasikan sumber daya lnspektorat Kabupaten Kediri serta
menetapkan frekuensi, obrik dan lingkup pengawasan inlern atas persetuJuan
Bupati;

f. Menerapkan teknik{eknik pengawasan yang diperlukan untuk
memenuhi tujuanpengawasan intern;

g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,
baik yang berasal dari internal maupun ekstemal pemerintah

Kabupaten Kediri dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, lnspektorat Kabupaten
Kediri bertanggung jawab:

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan
profesionalisme Aplp, kualitas proses penga\rvasan dan kuatitas hasil
pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;

b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program Kerja
Pengawasan Tahunan (pKpT) yang berbasis risiko, khususnya dalam
hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan
mempertimbangkan ketercukupan dan ketersediaan sumber daya
penqawasan;

c. Ketercukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan dapat
menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;

Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan bulanan
aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intem kepada Bupati Kediri.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT
KABUPATEN KEDIRI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh lnspektorat Kabupaten Kediri
adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran,
yaitu:

d.

e.



a. Meningkatkan Sistem pengawasan dan pengendalian lnternat yang efektif
dengan melibatkan peran serta SKpD dan masyarakat untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik pada pemerintah Kabupaten Kediri,

b. TeMujudnya Sistem pengawasan dan pengendalian lnternal yang efektif

_ ,_ dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.
' untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka

lingkup pengawasan lnspektorat Kabupaten Kediri meliputi:
a. Pengawasan intemal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pemerintah Kabupaten Kediri,

b. Pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Kabupaten Kediri;

c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten
Kediri, sepertj reviu atas laporan keuangan pemerintah Daerah, reviu laporan
penyerenggaraan pemedntah daerah dan reviu akuntabiritas kinerja rnstansi
Pemerintah Kabupaten Kediri;

d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten
Kediri, seperti evaluasi atas Sistem pengendalian lntern pemerintah (Splp)
dan evaluasi atas penggunaan dana ApBN dan ApBD

e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi,
sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan tnspektorat Kabupaten Kediri adalah:
a. Pemeriksaan Reguler pada SKpD, penyelenggaraan pemerintahan Desa dan

Pelaksanaan pengelolaan anggaran pendidikan di Sekolah;

b. Pemeriksaan Khusus/pemeriksaan Tujuan Tertentu dan penyelesaian

Penanganan Kasus pengaduan Masyarakat;

c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pelaksanaan APBD;

d. EvaluasiAtas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah:

e. Evaluasi atas pelaksanaan Splp
i Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah, Reviu RKPD, Reviu KUA-

PAS,Reviu Perubahan RKpD,Reviu KUpA-ppAS dab Reviu RKA pada

SKPD;

g. Tindak lanjut Hasil pengawasan;

h. Rapat Koordinasi terkait pengawasan Daerah

i. Kegiatan pengawasan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang

gdangan



8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit lntern mensyaratkan bahwa auditor dan p2UpD dalam
melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit
lntern Pemerintah lndonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi
profesi Asosiasj Auditor lntern pemerintah lndonesia (AAlpl).

PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT ( APIP } KABUPATEN KEDIRI;
Persyaratan auditor intern lnspektorat Kabupaten Kediri sekurang_kurangnya
meliputi:

a.me.iri*i sertilikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;

b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, .jujur dan
obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin
ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

wajib mematuhi kode etik dan standar audit Aplp;
wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pengawasan intem kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen
risiko;

g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan

profesionalisme secara terus-menerus.

kemampuan

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP;
a. APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan

yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu

obyektifitas dan independensi seorang Aptp.

b. Jabatan fungisonal auditor dan p2UpD tidak boleh merangkap jabatan

sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA OAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan

intern, lnspektorat Kabupaten Kediri periu menjalin kerjasama dan koordinasi

dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian pendayagunaan

Aparatur Negara dan reformasi birokrasi serta kementerian dalam
negeri (selaku lembaga yang beMenang untuk merumuskan kebijakan

nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

9.

d.

e.



A. INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI DAN SKPD
a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan

antara lnspektorat Kabupaten Kediri dengan SKPD adalah hubungan
kemitraan antara Aplp dan auditan alau antara konsultan dengan
penerima jasa.

b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi),
satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan
dengan ruang lingkup penugasan.

c. Satuan kerja wajjb menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan
yang diberikan oleh tnspektorat Kabupaten Kediri dan melaporkan tindak
lanjut beserta status atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan kepada
lnspektorat Kabupaten Kediri sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI DENGAN KEMENTERIAN, APIP
LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT
LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU

a. lnspektorat Kabupaten Kediri harus menggunakan kebijakan dan peraturan_

peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Aplp
Lainnya./Aparat Penegak Hukum dan lnstansi yang beMenang dalam

menentukan arah kebijakan dan program pengawasan lnspeklorat
Kabupaten Kediri.

b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi pengawasan (Rakorwas) yang

diselenggarakan oleh Kementerian/ lnstansi yang beMenang guna

menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi
pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan

pengawasan.

c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan

hasil pengawasan.

C.INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI DAN APARAT PENGAWASAN
EKSTERN

a. lnspektorat Kabupaten Kediri menjadi mitra pendamping bagi aparat
pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai
penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat
pembahasan temuan audit.

b. lnspektorat Kabupaten Kediri dapat berkoordinasi dengan aparat
pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup
penugasan lnspektorat.



c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan

aparat pengawasan ekstem merupakan bahan pengawasan bagi

lnspektorat Kabupaten Kediri terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi

instansi.

d. lnspektorat Kabupaten Kediri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
D, INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI DAN BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

a. lnspektorat Kabupaten Kediri meniadi mitra ke|ia BpKp Selaku pembina

penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan

pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan Splp;

2) sosialisasi SPIP,

3) pendidikan dan pelatihan SPIP;

4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern

pemerintah.

b. lnspektorat Kabupaten Kediri membangun kerjasama dengan BpKp selaku

koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKpD.

c. lnspektorat Kabupaten Kediri harus menggunakan peraluran-peratuEn

di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang diketuarkan oleh BpKp

selaku lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

a. lnspektorat Kabupaten Kediri secara berkala harus menilai apakah tujuan,

wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam Audit lntern

ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intem sehingga dapat

mencapai tujuannya.

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

KEDIRI
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